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NOMOR 43 Tamun 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI SINTANG,

bah\s_'a dalam rangka menjamin Kketerkaitan dan
konsistensi  antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD)
sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD);

bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan

Bupati,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hur:uf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018;

.Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Undatggalin Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
Pcl;‘?3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
195 antan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Kalim 1953 Nomor 9, Tambahan Lcmbax:an Negara
Tahmt:lik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Repu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
l{';g;r;qgomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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1 b'l:;huﬂ 2004 tentang
an Negara Republik

Ne 1n 2004 Nomor 5
gara Republik Indonesia No:nor Ig:snst;ahan e

Undang-

Percncgn[;;‘iagg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Republik ing mbangunan Nasional (Lembaran Negara

Lembaran Nconesla Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor 4421);

U s

Rle..::::;gaun&ang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Tahis 2oombang\.man Jangka Panjang Nasional
95-2025 (Lembaran Negara Republik

gxcdc.m.esia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
gara Republik Indonesia Nomor 4700j;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lcmbax_-an Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah scbagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
gc?ct:;:n Pembangunan Jangka Menengah Nasion:c\l
'[‘;hun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

1). Peraturan ...
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Menetapkan
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Peraturan
Menteri Dajam,
f;ntans Pel&ksanag, Negeri Nomor 54 Tahun 2010
rahun 2008 teptan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Ngendalian, 8 Tahapan, Tatacara Penyusunan

Dan
:’:&I)l:‘angunm Da. ol Pelaksanaan Rencana
€s1a Tahun 20 10 Nomor ;11‘% Negara Republik

enteri ;

tentang  Pedomy L2 Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Evaluasi Rencan Pepyusunan. Pengendalian dan
2017 (Berita Ne a Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Nomor 518); gara Republik Indonesia Tahun 2016

Pera
2013‘-1::nm2acrah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun
Kabu tn g Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daer;f: el?a Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran
bupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5,

';?xnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016

Npmor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN

2018.

BAB I
Pasal 1

ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupagcn Sintang.
Bupati adalah Bupati Sintang-

3. Pemerintah ...
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Pemerintah Daerah
3. : adalah
pemerintahan Daerah Bupati  sebagai ggar
yang menjadi kCchanZ:ﬁgd::::l}:mpin pcmks::laanu::l:an ;;ccrz:::tahara\
s Dcw:: LI::rwalnlam Rakyat Dacrz;:mom.
adalah mbaga Perwakilan R yang selanjutnya disingkat DPRD
pemerintahan Daerah, akyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
5 Anggaran Pendapatan dan Belani
A?BD adalah rencana keuan anja Daerah yang selanjutnya disingkat
dibahas dan disetujui be gan tahunan pemerintahan daerah yang

¢ rsama 2
ditetapkan dengan peraturan dae::;? pemerintah daerah dan DPRD, dan

6. Rencana Kerja Pemerintah
dokumen Perencanaan Perr?t?::,ah yang selanjutnya disebut RKPD adalah

Periode 1 (satu) Tahun. gunan Daerah Kabupaten Sintang untuk

Satuan Kerja Peran

perangkat i daerahgka;a?l:em:eyan.g selanjutnya disingkat SKPD adalah

Anggaran/Pen aB Pemerintah  Daerah selaku Pengguna

ngguna Barang di lingkun Pe :

Rencana Kerja Satuan Kerja Pe gan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Renja-SKPD adalah Dok?l:ncnra;gk“t Daerah yang selanjutnya disebut

Daerah untuk Periode 1 (satu) 'I‘ahu‘:xr.mcamum Satoan Kerje Persigeat

';";‘cm Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah

ORNINECD | PrIcTCAnnEL dan penganggaran yang berisi program dan
kegjatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah petunjuk
umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah dalam penyusunan pedoman Rencana Kenja dan Anggaran SKPD
yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD secbagai
pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program scbagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan di Kabupaten Sintang unt}.\k anode 1 (satu) m:.un Anggaran
yaitu Tahun Anggaran 2018, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampal
dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 3

: kannya RKPD Kabupaten Sintang Tahun 20}8 adalah :
M L:ak;‘éi;:itet‘:gdomaia . ggPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
" s dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2018;
b “m‘ i pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun
" Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.
; y RKPD Kabu aten Sintang Tahun 2018 adalah :
@ ?ﬁ&:&%%l) Kabu::wnpsmtang sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat;

b. tersusunnya ...

____m
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b. IErSUSUNNYa prioritag

Kabupaten Sint:::};:h 2018 yang kegiatan Pembangunan Kabupaten
¢. terwujudnya SinCt’gj anu:;riolszon: ukung pencapaian RPJMD

penganggaran Perencanaan
Pembengunan Daerah Tahun 2018 o

Pasal 4

Pendanaan; Daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka
. prioritas dan sasaran
) 2018; dan pembangunan Dacrah Kabupaten Sintang Tahun

d. rencana program dan prioritas daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018.

BAB Il
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2018 disusun untuk :

a. bahan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang;

b. RancanganKUAdanPPASsetiapSamanKajaPemngimtDatmhyangtchh
disusun scba@imanadimaksudpadahumfadisampnikanbcpadaDPRD
untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan Penyusunan APBD Tahun

e Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban
Seluruh SKPD di W konsisten, sungguh-sungguh, dan bertanggung

Pasal 7
-nria Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2018

RKPD Kabupaten Sintang Tahun :Ni”lhsk:; dari Peraturan Bupad ini.

y‘“!mﬂupaknnbﬂsi"nnd‘k
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan

pgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund
Seti: ¢ angan Peraturan
Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerahpf(agbl:xpatcr? Sintang.

Ditetapkan di Sintang

BUPATI SINTANG,/ N

4

LS

',JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
padatanggal X/ MO- 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

@y,

- v

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 43



